
Anggaran Tidak Kunjung Diketok, 
Strategi Muluskan Tunda Pemilu 2024?
Dikhawatirkan alotnya pembahasan 
anggaran Pemilu 2024 jadi alasan baru 
untuk menunda Pemilu 2024. Pasalnya, 
tahapan pemilu sudah harus dimulai 3 
bulan lagi, sementara sampai saat ini 
anggaranya belum diputuskan.

JAKARTA (IM) - Ang-
garan Pemilu 2024 belum juga 
diketok. Pembahasan yang 
melibatkan pemerintah, DPR, 
dan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), berlangsung  alot. Ma-
salahnya, tahapan penyeleng-
garaan pemilu bakal dimulai 3 
bulan lagi atau Juni 2022. Sisa 
waktu yang tinggal sedikit ini 
dikhawatirkan jadi alasan baru 
untuk kembali menguatkan 
wacana penundaan pemilu. 

Adapun anggaran pemilu 
yang diajukan KPU yakni 
sekitar Rp 76 triliun, dari 

semula Rp 86 triliun. Bernad 
mengatakan, sebanyak 81,84 
persen anggaran akan digu-
nakan untuk kegiatan tahapan, 
di antaranya honor badan ad 
hoc, logistik, dan pemutakhir-
an data pemilih. Kemudian, 
18,16 persen anggaran bakal 
digunakan untuk kegiatan du-
kungan tahapan pemilu. 

Pengamat politik dari Uni-
versitas Paramadina, Ahmad 
Khoirul Umam, mengaku 
khawatir alotnya pembahasan 
anggaran Pemilu 2024 jadi ala-
san baru untuk menunda Pe-
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Persoalan anggaran bah-
kan sempat disinggung oleh 
Zulkifli sebagai salah satu 
alasan partainya mengusulkan 
penundaan pemilu. 

“Anggaran pemilu yang 
justru membengkak dari ren-
cana efi siensi, lebih baik dikon-
sentrasikan untuk kepentingan 
kesejahteraan rakyat,” kata 
Zulhas, sapaan akrab Zulkifl i, 
dalam keterangan tertulis, Ju-
mat (25/2) lalu.

Badan Anggaran (Bang-
gar) DPR mengaku, pihaknya 
akan tetap patuh pada kese-
pakatan jadwal pelaksanaan pe-
milu, yakni 14 Februari 2024. 
Wakil Ketua Banggar, Syarif  
Alkadrie, mengatakan, tidak 
ada alasan untuk menunda 
pemilu. 

“Pemilu itu kan sudah 
disepakati, pemerintah sudah 
menyepakati dengan DPR, 
tanggal, bulannya sudah dise-
pakati, kemudian pilkada juga 
sudah disepakati,” kata Syarif  
saat dihubungi wartawan.

Soal  belum disepakatinya 
alokasi anggaran untuk Pe-
milu 2024, kata Syarif,  karena 
Komisi II DPR masih perlu 
membahasnya dengan KPU. 

“Ini kan DPR kan masih 
reses. Nanti itu kan dibahas 
oleh Komisi II. Komisi II kan 
baru menyepakati tanggal dan 
bulan, tahun,” ujarnya.  han

diungkap  Direktur Eksekutif  
Perkumpulan untuk Pemilu 
dan Demokrasi (Perludem) 
Khoirunnisa Nur Agustyati. Ia 
menegaskan bahwa kepastian 
anggaran menjadi jaminan 
penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Karena itu, dia meminta 
pemerintah dan DPR segera 
membahas dan menyepakati 
usulan anggaran pemilu yang 
diusulkan KPU. Ini perlu 
untuk mengakhiri wacana 
penundaan pemilu. Jika pun 
usulan anggaran KPU terlalu 
besar, pemerintah dan DPR 
bisa membahas dan menentu-
kan mana saja mata anggaran 
yang dapat dihemat. 

“Sebagai bentuk konkret 
dari pernyataan presiden ming-
gu lalu adalah dengan mem-
berikan kepastian anggaran 
dan segera membahas PKPU 
Tahapan. Menurut saya, hal 
ini sebagai bentuk kepastian 
penyelenggaraan pemilu,” kata 
Khoirunnisa.

Wacana penundaan Pemilu 
2024 bergulir sejak akhir Fe-
bruari 2022. Isu itu dikemuka-
kan oleh sejumlah elite partai 
politik seperti Ketua Umum 
Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Muhaimin Iskandar, 
Ketua Umum Partai Golkar 
Airlangga Hartarto, dan Ketua 
Umum Partai Amanat Nasi-
onal (PAN) Zulkifl i Hasan. 

milu 2024. Bisa jadi, KPU akan 
`dipaksa ` untuk menyatakan 
“tidak sanggup” menggelar 
pemilu pada 14 Februari 2024. 

“Titik krusialnya ada di 
bulan-bulan ini. Jika tangan 
dan kaki KPU dikunci oleh 
tidak jelasnya pengesahan 
alokasi dana pemilu, maka 
problem teknis operasional 
penyiapan Pemilu 2024 akan 
muncul,” kata Umam  kepada 
wartawan, Rabu (9/3).

Sangat mungkin melim-
pahkan kesalahan atas ketidak-
mampuan penyelenggaraan 
Pemilu 2024 tepat waktu ke-
pada KPU. Oleh karenanya, 
Umam mengajak  KPU dan 
masyarakat sipil benar-benar 
mengantisipasi potensi ini. 
Jangan sampai KPU menjadi 
bagian dari pihak-pihak yang 
menyuarakan penundaan Pe-
milu 2024 demi kepentingan 
politik sejumlah pihak. 

Senada dengan Umam juga 

IKRAR SETIA NKRI NARAPIDANA
TERORISME DI MEDAN

Seorang narapidana tindak pidana 
terorisme mencium bendera 
Merah Putih usai mengucap ikrar 
setia pada Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI) di Lapas 
Kelas I Tanjung Gusta, Kota Me-
dan, Sumatera Utara, Rabu (9/3). 
Sebanyak delapan narapidana 
kasus terorisme di Lapas kota 
itu berikrar setia pada NKRI dan 
berjanji berpegang teguh pada 
Pancasila dan UUD 1945.

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
mengatakan, Komisi Yudisial 
(KY) harus mampu melaku-
kan fungsi  pengawasan 
eksternal yang independen. 
Dengan begitu kekuasaan ke-
hakiman yang merdeka bisa 
selaras dengan akuntabilitas 
peradilan. 

“Sebagai lembaga pe-
nye imbang ,  KY har us 
mampu melakukan fungsi 
pengawasan eksternal yang 
independen, sehingga kekua-
san kehakiman yang merdeka 
dapat berjalan selaras dengan 
akuntabilitas peradilan,” ujar 
Jokowi saat memberikan 
sambutan pada penyampaian 
Laporan Tahunan KY 2021 
yang disampaikannya dari 
Istana Negara, Rabu (9/3).

Menurut Kepala Negara, 
KY harus memastikan setiap 
perbuatan merendahkan ke-
hormatan dan keluhuran 
kehakiman dapat diselesaikan 
semaksimal mungkin. Tu-
juannya agar kewibawaan, 
kehormatan dan keluhuran 
hakim serta kehormatan 
institusi peradilan selalu ter-
jaga. 

Dalam kesempatan itu, 
presiden pun menyinggung 
kurangnya hakim ad hoc tin-

dak pidana korupsi (tipikor) 
di Mahkamah Agung (MA) 
dan hakim tata usaha negara 
untuk perkara pajak. Pada-
hal peranan mereka sangat 
krusial untuk memastikan 
terlindunginya penerimaan 
negara. 

“Saat ini diperlukan lang-
kah-langkah yang progresif  
untuk mengtasi kurangnya 
hakim ad hoc tipikor di MA, 
juga hakim-hakim tata usaha 
negara untuk perkara pajak,” 
ungkapnya. 

Sehingga dalam men-
jalankan peran perisai inde-
pendensi, menjaga imparsiali-
tas dan penjaga kehormatan 
hakim, KY harus menjamin 
ketersediaan hakim agung 
dan hakim ad hoc MA serta 
para hakim lain yang ber-
integritas. 

Jokowi mengingatkan 
agar proses rekrutmen hakim 
harus tetap transparan, objek-
tif  dan mempertimbangkan 
profesionalitas. 

“KY juga harus memasti-
kan agar calon hakim yang di-
usulakn ke DPR RI memiliki 
rekam jejak terpuji, berinteg-
ritas dan kompeten. Memiliki 
semangat dan komitmen 
tinggi dalam memerangi ko-
rupsi,” katanya.  han

Jokowi: KY Harus Mampu Lakukan 
Fungsi Pengawasan Eksternal

JAKARTA (IM) - Seba-
nyak 34 orang tercatat seba-
gai pendaftar anggota Kom-
nas HAM RI untuk periode 
2022-2027. Jumlah tersebut 
kemungkinan masih akan 
bertambah karena pendaf-
taran masih dibuka  hingga 
8 April mendatang.

Ketua Pansel Makarim 
Wibisono menjenkkaskan 
bahwa hingga Rabu (9/3) 
jumlah pendaftar yang telah 
melengkapi berkas menca-
pai angka 34 orang. Jumlah 
itu baik yang diunggah via 
website pendaftaran, pos 
maupun diantar langsung ke 
Sekretariat Pansel.

“Kuantitas pendaftar 
tersebut juga merepresentasi-
kan antusiasme dari berbagai 
kalangan dan latar belakang 
profesi,” kata dia saat Media 
Gathering.

Di j e l a skannya ,  dar i 
sistem data website pendaf-
taran, terlihat latar belakang 
pendaftar cukup beragam. 
Selain dari kalangan advokat, 
ada juga yang berprofesi 
sebagai akademisi, aktivis, ju-
rnalis hingga pegawai swasta.

“Para pendaftar berasal 
dari berbagai provinsi di 
Indonesia. Didominasi dari 
Pulau Jawa dan Pulau Suma-
tera,” katanya.

Sementara, masa pendaf-
taran sendiri diperpanjang 
sampai dengan 8 April 2022 
mendatang. Dengan per-

panjangan itu, diharapkan 
bisa menambah kesiapan 
para calon pendaftar un-
tuk menunjukkan kualitas 
terbaik nya di bidang per-
lindungan, penegakan, dan 
pemajuan hak asasi manusia.

“Proses seleksi selan-
jutnya tentu saja selalu akan 
kami umumkan seluas-lu-
asnya melalui media massa 
sebagai bentuk pertanggung-
jawaban Tim Pansel yang 
bekerja transparan, akunta-
bel, dan mementingkan prin-
sip kehati-hatian,” papar dia.

Lebih jauh dia menyebut-
kan, tentang korelasi media 
dan HAM, setidaknya ada 
dua peran yang bisa dimaink-
an oleh media dalam masalah 
hak asasi manusia.

Pertama, peran Pendi-
dikan untuk meningkatkan 
pemahaman warga negara 
mengenai hak asasinya de-
ngan menyediakan informasi 
tentang HAM. “Selanjutnya, 
ada peran monitoring dengan 
memantau kinerja pemerin-
tah dalam menjalankan ke-
wajibannya untuk memenuhi 
hak-hak warga negara. Teru-
tama dalam hal implementasi 
berbagai instrumen internasi-
onal hak asasi manusia yang 
telah diratifi kasi,” papar dia.

“Di sinilah benang merah 
Tim Pansel dan rekan jurnalis 
berada di titik perjuangan 
yang sama,” kata Makarim 
Wibisono.  mei

34 Orang Mendaftar untuk Jadi 
Calon Anggota Komnas HAM KPK Periksa Seorang Konsultan terkait 

Kasus Pencucian Uang Eks Pejabat Pajak
dan Aulia Imran Maghribi yang 
mewakili PT Gunung Madu 
Plantations (PT GMP), pada 
Januari - Februari 2019.

Sementara oknum peja-
bat pajak lainnya diduga juga 
menerima uang sebesar 500 
dolar Singapura dari Veronika 
Lindawati, pada pertengahan 
2018. Uang 500 dolar Singapu-
ra yang diduga diterima A ngin 
dan Dadan itu merupakan 
fee dari total komitmen awal 
sebesar Rp25 miliar.

Terakhir, Angin dan Dadan 
disebut telah menerima uang 
dengan nilai total sebesar 3 
juta dolar Singapura dari Agus 
Susetyo selaku perwakilan atau 
konsultan pajak salah satu 
perusahaan milik Samsudin 
Andi Arsyad alias Haji Isam, 
PT Jhonlin Baratama. Uang 
itu diterima Angin, Dadan, 
dan para oknum pegawai pajak 
lainnya pada Juli - September 
2019.

Angin Prayitno Aji dan 
Dadan Ramdani sudah divo-
nis bersalah atas perkara ini. 
Sementara Wawan Ridwan 
dan Alfred Simanjuntak, se-
dang dalam proses persidang-
an. Sedangkan Ryan Ahmad 
Ronas, Aulia Imran Maghribi, 
Agus Susetyo, serta Veronika 
Lindawati, masih dalam proses 
penyidikan.  han

(RAR); Aulia Imran Maghribi 
(AIM); dan Agus Susetyo (AS); 
serta seorang kuasa wajib pa-
jak, Veronika Lindawati (VL). 
Selanjutnya, mantan Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Bantaeng, Sulawesi Selatan, 
Wawan Ridwan (WR) dan eks 
Fungsional Pemeriksa Pajak 
pada Kanwil DJP Jawa Barat 
II, Alfred Simanjuntak (AS).

Empat pejabat pajak yakni, 
Angin Prayitno Aji, Dadan 
Ramdani, Wawan Ridwan, 
dan Alfred Simanjuntak,  
ditetapkan sebagai tersangka 
penerima suap. Sedangkan 
tiga konsultan serta satu kuasa 
wajib pajak merupakan pihak 
pemberi suap.

Angin Prayitno bersama 
Dadan Ramdani dan sejumlah 
anak buahnya diduga telah 
menyalahgunakan kewenang-
annya melakukan pemeriksaan 
pajak tidak sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang 
berlaku. Mereka diduga meng-
akomodir jumlah pembayaran 
pajak sesuai keinginan para 
wajib pajak.

Karena berhasil meng-
akomodir keinginan para wajib 
pajak, Angin, Dadan, Wawan, 
dan oknum pegawai pajak 
lainnya diduga telah menerima 
uang Rp15 miliar dari Konsul-
tan Pajak Ryan Ahmad Ronas 

JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memeriksa 
salah seorang pegawai Konsul-
tan Pajak Foresight Consulting, 
Artha Nindya Kertapati, terkait 
dugaan Tindak Pidana Pencu-
cian Uang (TPPU) mantan 
Pejabat Pajak, Angin Prayit no 
Aji (APA), Rabu (9/3).

Artha Nindya diperiksa se-
bagai saksi, di Gedung Merah 
Putih KPK. Sebelumnya, KPK 
kembali menetapkan man-
tan Direktur Pemeriksaan 
dan Penagihan Ditjen Pajak, 
Angin Prayitno Aji (APA) se-
bagai tersangka. Angin ditetap-
kan sebagai tersangka Tin-
dak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU). Penetapan tersangka 
ini merupakan pengembangan 
dari perkara sebelumnya.

Sebelumnya, KPK telah 
lebih dulu menetapkan Angin 
Prayitno Aji sebagai tersangka 
kasus suap terkait pemerik-
saan perpajakan tahun 2016 
dan 2017 yang menyeret tiga 
perusahaan besar.

Angin ditetapkan tersang-
ka suap bersama tujuh orang 
lainnya yakni, mantan Kepala 
Sub Kerja Sama dan Dukung-
an Pemeriksaan Ditjen Pajak, 
Dadan Ramdani (DR).

Kemudian, tiga konsultan 
pajak Ryan Ahmad Ronas 
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ZIARAH MAKAM WR SOEPRATMAN
Warga berziarah di makam WR Soepratman di Surabaya, Jawa Timur, 
Rabu (9/3). Kegiatan ziarah dan tabur bunga di makam pencipta lagu 
kebangsaan Indonesia Raya tersebut dalam rangka memperingati Hari 
Musik Nasional.

JAKARTA (IM) – Penyi-
dik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memeriksa Ef-
fendi Bagus Kuncoro Jati alias 
Dimas, ajudan Wali Kota Bekasi 
nonaktif  Rahmat Effendi. Ia 
diperiksa diperiksa sebagai 
saksi terkait kasus suap yang 
menjerat Rahmat Effendi.

“Pemeriksaan dilakukan di 
Gedung Merah Putih KPK, 
atas nama Bagus Kuncoro 
Jati alias Dimas,” kata Plt Juru 
Bicara KPK, Ali Fikri, melalui 
pesan singkatnya, Rabu (9/3).

Ali tak menjelaskan apa 
yang bakal didalami penyidik 
KPK terhadap Dimas. Na-
mun diduga bahwa penyidik 
KPK akan menelusuri aliran-
aliran uang dugaan suap yang 
diterima maupun disalurkan 
Rahmat Effendi. Rahmat Ef-
fendi diduga banyak mener-
ima uang dari pihak-pihak 
tertentu.

KPK telah menetapkan 
Wali Kota nonaktif  Bekasi 
Rahmat Effendi sebagai ter-
sangka penerimaan suap ter-
kait pengadaan barang dan 
jasa serta lelang jabatan di 
lingkungan Pemkot Bekasi. 
Rahmat Effendi ditetapkan 
sebagai tersangka bersama 
delapan orang lainnya.

Empat dari delapan ter-
sangka lainnya merupakan 
tersangka penerima suap ber-
sama-sama Rahmat Effendi. 
Mereka yakni, M Buyamin 
(Sekretaris Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP), Mulyadi 
(Lurah Kati Sari), Wahyudin 
(Camat Jatisampurna), serta 
Jumhana Lutfi  (Kepala Dinas 
Perumahan, Kawasan Permu-
kiman, dan Pertahanan Kota 
Bekas).

Sementara empat tersang-
ka lainnya merupakan pihak 
pemberi suap. Mereka yakni, 
Ali Amril  (Direktur PT MAM 
Energindo), Lai Bui Min (pi-
hak swasta). Suryadi (Direktur 
Kota Bintang Rayatri), serta 
(Camat Rawalumbu).

Dalam perkara ini, Bang 

Pepen diduga telah menerima 
uang dengan nilai total sebesar 
Rp7,1 miliar terkait proyek 
ganti rugi pembebasan lahan di 
Kota Bekasi. Adapun, sejumlah 
proyek tersebut yakni terkait 
ganti rugi pembebasan lahan 
sekolah di wilayah Rawalumbu 
senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan 
lahan Polder 202 senilai Rp25,8 
miliar. Selanjutnya, proyek 
pembebasan lahan Polder Air 
Kranji senilai Rp21,8 miliar; 
serta proyek pembangunan 
gedung tekhnis bersama se-
nilai Rp15 miliar. Bang Pepen 
diduga meminta komitmen 
fee kepada para pihak yang 
lahannya akan diganti rugi un-
tuk proyek pengadaan barang 
dan jasa.

Rahmat Effendi disebut 
meminta uang ke para pemilik 
lahan dengan menggunakan 
modus ‘Sumbangan Masjid’. 
Uang sebesar Rp7,1 miliar 
tersebut diduga diterima Bang 
Pepen melalui berbagai pihak 
perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi 
juga diduga menerima sejum-
lah uang dari beberapa pegawai 
pada Pemkot Bekasi sebagai 
pemotongan terkait posisi ja-
batan yang diembannya. Bang 
Pepen juga diduga menerima 
suap terkait pengurusan proyek 
dan tenaga kerja kontrak di 
Pemkot Bekasi.  han

Giliran Ajudan Rahmat Effendi 
Diperiksa Penyidik KPK 

PENGUMUMAN
Dalam Keputusan Para Pemegang Saham Luar 
Biasa PT POLYFILA GARMENT, berkedudukan 
di Kota Bandung (Perseroan)  tertanggal 7 Maret 
2022, telah diputuskan untuk menurunkan   
modal dasar Perseroan dari semula   
Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar 
Rupiah) menjadi sebesar Rp. 6.085.202.000,- 
(enam miliar delapan puluh lima juta dua ratus 
dua ribu Rupiah) dan modal ditempatkan serta 
modal disetor Perseroan, masing-masing dari 
sebesar   Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar 
Rupiah) menjadi Rp. 6.085.202.000,- (enam 
miliar delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu 
Rupiah).
Kepada para Kreditor yang keberatan atas 
penurunan modal tersebut, dapat mengajukan 
keberatan melalui surat tercatat disertai 
bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 
(enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang 
ditujukan kepada :

PT POLYFILA GARMENT
Jl. Otto Iskandardinata nomor 18, Bandung

Up: Direksi Perseroan
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi 
ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bandung, 10 Maret 2022
Direksi PT POLYFILA GARMENT

PENGUMUMAN
PT BHINNEKA BAJANAS

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan mengumumkan bahwa telah terjadi hal-hal sebagai berikut:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bhinneka 
Bajanas Nomor: 44 tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, 
S.H. Notaris di Kota Jakarta Timur, telah disetujui peningkatan modal dasar serta 
modal disetor dan ditempatkan Perseroan yang berasal antara lain dari konversi 
utang Perseroan.
Adapun kewajiban penyetoran sehubungan dengan peningkatan modal disetor 
dan ditempatkan Perseroan yang berasal dari konversi utang Perseroan tersebut 
dilakukan dengan cara mengkompensasikan hak tagih atas utang Perseroan yang 
timbul sehubungan dengan adanya kewajiban pembayaran Perseroan kepada Ir. 
Witono Tjitra sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) berdasarkan 
Perjanjian Utang Piutang tanggal 23 Februari 2021 yang telah dialihkan seluruhnya 
kepada:
a. PT Anugerah Baja Investama sebesar Rp.8.800.000.000,00 (delapan 

miliar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengalihan 
Piutang tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan 
antara Ir. Witono Tjitra, PT Anugerah Baja Investama dan Perseroan.  
Oleh karenanya atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan 
tersebut, PT Anugerah Baja Investama telah mengambil bagian atas 176.000 
(seratus tujuh puluh enam ribu) lembar saham baru dalam Perseroan dengan 
total nilai nominal sebesar Rp.8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta 
rupiah); dan

b. PT Bajanas Investama Internasional sebesar Rp.7.200.000.000,00 
(tujuh miliar dua ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengalihan 
Piutang tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan antara 
Ir. Witono Tjitra, PT Bajanas Investama Internasional dan Perseroan. 
Oleh karenanya atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan 
tersebut, PT Bajanas Investama Internasional telah mengambil bagian atas 
144.000 (seratus empat puluh empat ribu) lembar saham baru dalam Perseroan 
dengan total nilai nominal sebesar Rp.7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus 
juta rupiah).

Pelaksanaan kompensasi hak tagih atas utang Perseroan tersebut telah memperoleh 
persetujuan dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan 
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-0077002.AH.01.02.
TAHUN 2021 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar 
Nomor: AHU-AH.01.03-0493785, keduanya tanggal 30 Desember 2021.
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PEMBERLAKUAN PERATURAN BARU
PERJALANAN KERETA JARAK JAUH

Calon penumpang antre memasuki peron 
di Stasiun Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/3). 
Pemerintah memberlakukan peraturan baru 
perjalanan kereta api jarak jauh bagi calon 
penumpang yang telah mendapatkan vaksin 
COVID-19 dosis kedua tidak perlu menunjuk-
kan hasil negatif antigen atau PCR saat akan 
menaiki kereta api.


